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P  E  N E T A P A N

Nomor  139/Pdt.P/2017/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pandan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Majelis  telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58  tahun, agama Islam,  pendidikan SMP,  pekerjaan Petani,

tempat  tinggal  di  Kecamatan  Kolang,  Kabupaten

Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani,

tempat  tinggal  di  Kecamatan  Kolang,Kabupaten

Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;  

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  01 Maret 2017 yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pandan dibawah register Nomor 139/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal  17 Oktober

2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal  01 Maret  2001,  Pemohon  I  dengan Pemohon II

telah  melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  Desa  Unte

Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam

usia  42  tahun,  dan  Pemohon  II  berstatus  gadis  dalam  usia  27  tahun,

pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali  nikah  ayah  kandung  Pemohon  II

yang  bernama: Xxxxx;
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3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua

orang saksi nikah masing-masing bernama: Xxxxx dan Xxxxx;

4. Bahwa  Pemohon  I  telah  memberikan  mahar  pernikahan  kepada

Pemohon II berupa Seperangkat alat solat;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku;

6. Bahwa  setelah  pernikahan  Para  Pemohon  telah  hidup  rukun  (ba’da

dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak; 

7. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat  pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para

Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta

Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama dengan alasan : 

-.  Karena  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  memiliki  biaya  untuk

mengurus akta  nikah,  Sementara  saat  ini  Para  Pemohon membutuhkan

Akta  Nikah  tersebut  untuk  kepastian  hukum  dan  kepentingan  hukum

lainnya;

9.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim

untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

II yang terjadi pada tanggal 01 Maret 2001;

10.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  Para  Pemohon  adalah  keluarga  kurang  mampu  sehingga  tidak

mempunyai  biaya  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam  pengajuan

permohonan  Itsbat  Nikah  ini  dan  mohon  agar  diberikan  izin  berperkara

secara cuma - cuma (prodeo);
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11.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di

Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak

Mampu  Nomor  :  61  SK.M/UM-I/2017  tanggal  24  Agustus  2017  yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Mungkur I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama Pandan  berkenan  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon

II (Pemohon II) yang  dilangsungkan pada tanggal  01 Maret 2001  di  Desa

Unte Mungkur I, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon

I  dengan  Pemohon  II  ke  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kolang,

Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

  Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon datang kepersidangan.

Menimbang  bahwa  berkenaan  dengan permohonan  para  Pemohon

untuk  beracara  di  Pengadilan  Agama Pandan secara  cuma-cuma  (prodeo)

karena  tidak  mampu  untuk  membayar  biaya  perkara,  maka  Majelis  Hakim

terlebih  dahulu  memeriksa  permohonan  para  Pemohon, kemudian Majelis

Hakim  memberi  izin  kepada Para Pemohon untuk berperkara di  Pengadilan

Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor

139/Pdt.P/2017/PA.Pdn.  tanggal  10  November  2017  yang  amarnya  sebagai

berikut:

1.- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma

(Prodeo);

2.----------Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa  kemudian dibacakan permohonan para Pemohon

yang atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan cukup  dengan
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surat   permohonannya   tidak  ada  tambahan  atau  perubahan  yang   pada

pokoknya permohonan tersebut  menerangkan bahwa, perkawinan Pemohon I

dan  Pemohon  II  dilaksanakan  di  wilayah  hukum  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Kolang dan  para  Pemohon  menerangkan  bahwa  perkawinan

Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari’at Islam, yang menjadi

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx, dihadiri oleh

saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II  tidak punya hubungan darah

susunan maupun semenda.

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonanya,  para

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan kematian

atas nama  Rahma Hutagalung Nomor  14/SK.MD/UM-I/2017  yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa Unte Mungkur I, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai

dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga

menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Xxxxx, di  depan  sidang  saksi  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri  dan saksi

hadir pada saat pernikahan tersebut yaitu pada tahun 2001 di Kolang;

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Xxxxx  dengan  maskawin

seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Xxxxx

dan  Xxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama

layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pada  waktu  menikah  Pemohon  I

berstatus duda cerai mati, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara

keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan

tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  dalam  perkawinan  para

Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
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2. Xxxxx, di  depan  sidang  saksi  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri  dan saksi

hadir pada saat pernikahan tersebut yaitu pada tahun 2001 di Kolang;

- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah

kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Xxxxx  dengan  maskawin

seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Xxxxx

dan  Xxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama

layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pada  waktu  menikah  Pemohon  I

berstatus duda cerai mati, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara

keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan

tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa  saksi  mengetahui  selama  dalam  perkawinan  para

Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada

para  Pemohon,  para  Pemohon tidak  mengajukan bukti-bukti  lain  selain  alat

bukti tersebut di atas.

Menimbang,  bahwa selanjutnya  para  Pemohon  menyampaikan

kesimpulan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonannya  dan  mohon

penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala

yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan

dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  relaas  dan  keterangan  para

Pemohon,  para  Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan
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Agama Pandan   oleh  karena  itu  sesuai  dengan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  a

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf

a  Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Agama Pandan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang  bahwa  dalam  pasal  7  ayat  (2)  dan  (3),  huruf  c  dan  e

Kompilasi  Hukum Islam (KHI),  dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  dapat  diajukan  istbat  nikahnya  ke

Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan

ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan

“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat  perkawinan”

(Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan “Perkawinan dilakukan oleh mereka yang

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun

1974” (pasal  7 ayat  (3) huruf  e KHI)  maka perkara ini  termasuk wewenang

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  dalil  permohonan  para  Pemohon  pada  pokoknya

adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang

dilaksanakan  pada  tanggal  01  Maret  2001  menurut  syariat  agama Islam di

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, dengan wali nikah

adalah ayah kandung Pemohon II  yang bernama Xxxxx dan disaksikan dua

orang  saksi  nikah  bernama  Xxxxx  dan  Xxxxx dengan  maskawin  berupa

seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para

Pemohon mengajukan alat bukti  surat  (Bukti  P.2) dan keterangan dua orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Bukti  P.2  berupa  surat  keterangan

kematian atas nama Rahma Hutagalung memberikan petunjuk kepada Majelis

Hakim bahwa Pemohon I adalah seorang duda cerai mati yang telah terlepas

dari ikatan perkawinan bersama orang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon,

telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu

dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehinggga saksi-
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saksi tersebut telah memenuhi syarat formil  sesuai  dengan pasal  309 R.Bg,

serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan

saksi  yang  menerangkan   telah  terjadinya  pernikahan  antara  Pemohon  I

dengan Pemohon  II  yang dilaksanakan sesuai  syari’at  Islam serta tidak ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah

membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai, kedua orang

saksi  tersebut  menyatakan  mengetahui  pada  saat  pelaksanaan  pernikahan

para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan

2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  para  Pemohon  dan

keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2001 telah terjadi akad nikah antara para

Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) yang dilaksanakan berdasarkan

syariat  agama Islam di  wilayah hukum Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Kolang,  dengan  wali  nikahnya  ayah  kandung  Pemohon II  yang  bernama

Xxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan

dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan

Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik menurut syari’at Islam maupun peraturan

perundang-undangan;

- Bahwa  selama  dalam  perkawinan  tersebut,  para  Pemohon  sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa  oleh  karena  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari’at Islam, maka pernikahan

tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagaimana

ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  permohonan  para  Pemohon  cukup  beralasan  dan  berdasarkan

hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975,  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan  Perundang-

Undangan  yang  berlaku,  dan  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya

mencatatkan  perkawinan  tersebut  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama,  dan  sesuai  dengan  Putusan  Sela  nomor

139/Pdt.P/2017/PA.Pdn  tanggal  10  November  2017  yang  mengizinkan para

Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka para Pemohon

dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  hukum

syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Pemohon  I  (Pemohon  I)  dengan  Pemohon  II

(Pemohon  II)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  01  Maret  2001  di  Desa  Unte

Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kolang,

Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.

Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Pandan pada hari Jum’at, tanggal 10 November 2017 M., bertepatan

dengan tanggal 21 Sapar 1439 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai

Hakim Ketua,  M.  Rifai,  S.H.I.,  M.H.I.  dan Mumu Mumin Muktasidin,  S.H.I.

masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  dibacakan pada

hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

dengan  dibantu oleh  Wardiani  Tanjung,  B.A.,  sebagai  Panitera  Pengganti
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dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,
             Hakim Anggota,  Hakim Anggota,

             M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.              MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

 WARDIANI TANJUNG, B.A.,

Perincian Biaya Perkara: Nihil
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